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BAB III 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan data dan analisa pada Bab II dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

Tindakan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Yogyakarta Dalam Melindungi dan Mewujudkan Keamanan, 

Keselamatan Data Pribadi Konsumen Pengguna Aplikasi Transportasi 

Online, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta 

tidak memiliki kewenangan dalam melindungi data pribadi pengguna 

aplikasi transportasi online. Kewenangan Dinas Komunikasi dan 

Informatika hanya dilakukan oleh Badan Publik PPID (Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi), selain itu Dinas Komunikasi dan 

Informatika hanya bisa melindungi data pribadi dalam urusan 

Kepegawaian, kesehatan, hasil putusan penyelesaian sengketa konsumen, 

besaran pajak dan wajib pajak, dan data-data lainnya diluar data pribadi 

konsumen pengguna aplikasi transportasi online. Selain hal tersebut 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta hanya dapat 

menampung keluhan masyarakat dan menjaminkan penjagaan keamanan 

data pribadi dan keselamatan kerahasiannya saja apabila adanya keluhan 

dari akibat kerugian yang dialami atau diterima oleh konsumen pengguna 

jasa layanan tersebut.  
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Saran 

a. Pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Yogyakarta sebaiknya bekerjasama dengan perusahaan 

transportasi online dalam transparansi data pribadi konsumen 

pengguna aplikasi transportasi online agar keamanan dan 

keselamatan konsumen pengguna aplikasi terjamin. 

b. Kewenangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Yogyakarta harus diperluas dibidang jasa transportasi Online dan 

harus ada peraturan untuk mengawasi kegiatan tersebut. 

c. Perlunya aturan baru yang mengatur khususnya tentang data 

pribadi aplikasi transportasi online demi menjamin keselamatan 

konsumen pengguna aplikasi transportasi online. 
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